ABSTRAK

Dalam era globalisasi, pertumbuhan perdagangamnagmnal semakin pesat,
namun sengketa makin sering terjadi. Salah satgkeém tersebut disebabkan karena
praktik dumping yang dapat merugikan negara lainmd@n untuk mengantisipasi
kerugian tersebut, negara yang dirugikan dapat kukta tanggapan ataupun kontra
sebagai tindakan anti dumping. Tindakan anti dugnyang dilakukan pada umumnya
berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMA&hadap produk impor yang
terbukti dumping. Namun, BMAD ini sering disalahgltan sebagai bentuk proteksi
terhadap produksi dalam negeri. Untuk menyelesaseagketa dagang tersebiorld
Trade Organization (WTQO) telah menetapkan seperangkat prosedur dauomfo
penyelesaian sengketa perdagangan, fagpute Settlement BodSB).

Salah satu contoh sengketa dagang karena kesgbem@mapan anti dumping
adalah kasus antara Indonesia dengan Korea SeBgagketa ini bermula pada saat
KTC mengajukan petisi anti dumping dan melakukanypkdikan dumping terhadap
perusahaan-perusahaan eksportir produk kertas és@onAtas penyelidikan KTC
tersebut, maka Pemerintah Korea Selatan telah niakbkan BMAD kepada produk-
produk kertas PP(olain paper copier or business information papeedi®n copies in
business and home offigjedan WF (incoated wood-free printing paper used for
printing) kepada SMG (Sinar Mas Group), yaitu sebesar ge28en untuk Indah Kiat,
Pindo Deli, dan Tjiwi Kimia, sedangkan April Fineard eksportir kertas Indonesia
lainnya sebesar 2,80 persen, mel&agulation No. 330 of The ministry of Finance and
Economytertanggal 7 November 2003.

Oleh karena itu, atas permintaan Indonesia, DSB beetnk sebuah Panel.
Kemudian, Panel DSB memutuskan bahwa pemerintakak8elatan telah melanggar
ketentuan yang berkenaan dengan penentuan dumapmgehentuan kerugian dalam
mengenakan BMAD terhadap produk kertas IndonesiantukJ itu, DSB
merekomendasikan agar pemerintah Korea Selatarkokala perhitungan kembali atas
keputusannya dan melakukan penyesuaian sesuai rddsegeajiban-kewajiban yang
diatur dalam Perjanjian WTO.

Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah Korea @eldtelum melaksanakan
Putusan tersebut. Hal ini sangat merugikan parausen kertas, dan secara tidak
langsung dapat menghambat pertumbuhan perekondmimesia. Oleh karena itu,
pemerintah Indonesia perlu melakukan tindakan taagar pemerintah Korea Selatan
melaksanakan Putusan DSB tersebut.
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ABSTRACT

In the globalization era, the growth of interna@ibtrades increases rapidly, but
dispute often occurs. One of the disputes are dugnpractice that could inflict loss to
other country, to prevent such loss, inflicted dopmmight impose action called anti
dumping measure. Usually the anti dumping measakent are Anti Dumping Import
Duty (ADID) or Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) to ingat products which proven to
be dumping. Nonetheless, ADID is mostly misusedagzotection measure to local
products. To settle the dispute, World Trade Omation (WTO) has provide
procedures and dispute settlement forum, naepute Settlement BodSB).

One example of trade disputes caused by faultyemphtation of anti dumping
is the case between Indonesia and South KoreadiSpate started when Korean Trade
Commission (KTC) filed anti-dumping petition andnclicted dumping investigation to
Indonesian paper products export companies. Basddl'€ investigation, South Korea
government imposed ADID to PP@ld&in paper copier or business information paper
used on copies in business and home ojfiaesl WF (ncoated wood-free printing
paper used for printingpaper products to SMG (Sinar Mas Group), namel2% to
Indah Kiat, Pindo Deli, and Tjiwi Kimia, while AgriFine and other Indonesian
exporting paper as 2,80%, throuBlegulation No. 330 of The ministry of Finance and
Economydated 7 November 2003.

Referring to the situation, based on Governmenindbnesia’s (GOI) request,
DSB assemble a Panel. Afterwards, the DSB Paneidetécthat South Korean
government has violated the provision to deterndoenping and loss in imposing
ADID to Indonesian product paper. In result, DSEommends the South Korea
Government to conduct recalculation over its deocisand conducted adjustment
pursuant to obligations regulated under the WTCOeAgrent.

However, up to now Korean Government has not erethw decision. Such
thing are unprofitable to paper producers, andraudly would impede the growth of
Indonesian economy. Following to it, GOl needs daduct further actions, in order to
force South Korean Government to execute DSB dwgtisi
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